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RATIFIKASI

Pertimbangkan Aspirasi
Publik tentang BolP?

JAKARTA, KOMPAS — HRHatitilkosi
tentaneg perjanjinn keilutserta-
an Indonesia dalammn Dewvwan Per-
diavmmian atavu Boaod of Peace
dibwarapkan dilalkukan hati-baati.
transparan. serta menpertin-
bhangkan aspirasi publik.  Ada
harapan agar DIPR tidak me-
raetifikassi P rjaryjian terscebhut
Tl T EiTEal snclariva SeTIN T Ear
Avamerilia Serikat dan Israel ter-
hadap Droa.

Angoota Komisi I IDDPR dari
Fraksi Pasrtal Dermokrasi - Londo-
nesia Poerguansan (PP -FPr, Y-
livzs Setiartao, Sclasa (7472002060
mengatabkan, hingssa saatini be-

ITurm ada rencana ataun jacdoawal
pentbahasan ratihlkasi BoP o da
Foomisi T. IDadsan rapat intermnal
pun belum terdapat agenda

khusus terkait hal tersebuat.
"Sehingen, secnra prroesecdormnl
proses ratifikasi rmemang belurn
berjalan dil IDDPR.T ujar Yulios.
Kelak saat pembahasan -
tifilkasi itu dilakwlkoarn, Lamnjut Ywa-
livs, Komiasi T IDPR akan ame-
minta penjelasan mengenai la-
tar belakamgs, tujuean, serta ime-
plikasi strategsis prerjanmjionmn Bo-
ard of FPeace atau BoP bagi
keprentimgan nasicomnal,
Proses ratifilkasi ini
tinndak lanjut setelaly pada 222
arrvuianri 2026 il sela-selie proer-
helatan Forum Ekomnomi Dania
(CWEF) i Davos, Swiss, Pre-
sidlen Aarmerikas Serikat (A5 Tao-

rriennjacdi

nald Trump secara resrmmi mue-—
luncurkan BoP Presiden Poa-
bhowo Subianto yang twurat da-

larnm pertemmuaan itu meernuatus-
kan bahwa Indonesia rurot bhher—
gabung bersanwa sejuanlaly ne-
s, sepertl Aarab Soaoodi, ek
Turki. Mesir, Jordania. Pakis-
tam., darny Uni Emicrat Saoaak.
Wulius menesaskan, Komise |
akan mencerrrati dinamika=a
wvang berkembangs di ruang pua-
hlik terkait Bol? Terlebiby, Bl
tersebut adalah iswu sensitif dan
borkaitan dengan kerjsa saoann
intermasiornal yang berdampalk
pada persepsi pul»lik.
Scebheluoamwan, kritik terhawdap
pemerintab rmensuat rmenyesiel
kepatusan ILndonesia Ewe gz —
Phune dalarm BolP? Scejumlaby pi-
hak menilal keanggotbtman ber-
=schut bermprotcnsi mernebsaabegya -
kan integritas politik Iuar negeri
Indonesia di mata dounia serta
menyimpanes dar prinsip komn-

stitusional politik Iuvar negeri
rebaas alktif
BFol® wyang diimisiasi Donald

Trusnp, dengan keterlibataoy Is—
raeesl, juagmane ddiewiland gZaegmind reweenmjaagz
manclat perdarnaian dengan
adanya agresi militer terbhadaps
rmesmars laim. Asgresi yomne ddimoalk-
sud merujulk pada serangan AlS
dan Israce] terhadap Eroan.
TAagpabila pemerintaby noanti-
myva mmembavwa agenda ratifikasi
terschut ke TPPR, Komisi T akan
meminta penjelasarn vamng korm-—

prehensifl dari perjanjian ter-
sebut.™ twtur Yulios
IDDEEL, Laryjurt Yulites,  perln
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memastikan setiap perjanjian
internasional memberi manfoaat
dan tidak menimbulkan per-
soalan di dalam negeri. Pemme-—
rintah juss diminta terbuka ke -
pada publik guna mencegah ke-
salahpaharman. "Pembabasan
mengenai perjanjian ini hamas
dilakukan SEeCAIT hati-hati,
transparan, dan mempertine-
bangkan secara serius aspirasi
masyarakat vang boerkembang.”™
tambakh Yulivus

Woalkial Ketuna Komisi [ DDPIS
Dave Laksono monekankan, so-
tiap perjanjian  internasional,
termasuk BoP harus  melalui
mokanisme konstitusional,  Ia
sepakat, pembahasannya juga
harus dilakukan secara jelas
dan transparan.

INravwve mmemakhami adanwva -
tutan publilk vang mendesak
agar Indonesia keluar dari Bol®
Hal tersebut merupakan bagian
dari dinamilkas demolorasi yvang
perlu dihargai.

"Mamun., keputusan akhirc
terkait ratifikasi atau peninjaw-
an kembali keangrotaan Indo-
noesiza bharus ditempatbleean dasdam
kerangksa kepentingan strategis
bangsa. komitmen terhadap
percdamainm elnariia, =crta
oordinasi dengan mitra inter-
nasional.” kata Dave.

Kekuatan hukum mengikat

Guru Besar Hukum Inter-
nasional UIniversitas Indonesia
Hikmahanbo Jursrars e meifoas -
koan, keangootann Ilndonesia da-
Ilam BolP perlu diratifilkkasi [DPIL

agar memntiliki kelkuatan hakum
di dalam negeri. Tanpa peer-
setujuan DDPR, perjanjian BolP?
wing diteken pemerintah belom
mme il ki kekuatan hukurm
mengikat di tingkat nasional.

"Kita hisa tidak menjadi ang-
gota apabila proses pengesahan
piagarm BoP ditolak oleh PR,
wujarnya.

MMesk: secara internasioival
Imdomnesia telah tercotat sobseagsai
angoota Bol, Hilkomnahanto me-
nilad pengesahan di paclemen
tetapy menjadi syarat penting
dalam sistem hulkuom masioral.

Sccara terpisah, poengamat
hubungan internasiomnal dari
Universitas Paramadina Adhe
Munnsan - Wihisono, menyoroti
belum adanya proses konsultasi
formal ataupun poengajuan per-
setujuan ke DPR  terkait ke-
putusan Indonesia bergabung
ke dadam BoP Untuk itw,  in
mendesak pemerintah segera
mengambil langkah konstitusi-
onal guna menvelamatloan mar-
swrak huklkum Indonesia.

Wibisono menyebauat sitosasi
ini telah memasuki tahap da-
rurat konstitusional "Pemerin-
Ltah harus segers moembukse -
ang dialog dengan DPHE. Proses
persctujuan formal haruas se-
goera dibyvhas, baik melaloi me-
kanisme rapat kerja mauaapuan
Rapat Paripurna IDPR terkait
pengesahan masuknyva Indone-
sia ke dalam BoP Dengan de-
mikian, kebhijakan pemorintakb
memiliki landasan hukum vang
legal doan kuat, tidak sekadar
kepuusan prolitike sepibhak ™
Wjarirya. (B0
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